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ABSTRAK 
Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus dan 
pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di 
Kota Mataram selama pandemi Covid 19. Populasi penelitian adalah wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Mataram Barat. Jumlah sampel sebanyak 100 
orang dengan metode accidental sampling. Penelitian merupakan 
penelitian kuantitatif dengan metode pengolahan data menggunakan IBM 
SPSS Statistics 24. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan fiskus 
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib 
pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian menggunakan variabel moderasi kesadaran wajib pajak untuk 
melihat interaksi variabel pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak. 
Hasil menunjukkan interaksi kesadaran wajib pajak tidak mampu 
memoderasi hubungan antara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib 
pajak, sedangkan interaksi kesadaran wajib pajak mampu memoderasi 
pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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Taxpayer Compliance Level with Taxpayer Awareness as a 
Moderating Variable 

 
ABSTRACT 

The study was conducted to analyze the effect of tax authorities' services and 
taxpayer knowledge on compliance with the level of taxpayer compliance with 
taxpayer awareness as a moderating variable in Mataram City during the Covid 
19 pandemic. The study population was taxpayers registered at KPP Mataram 
Barat. The number of samples is 100 people with accidental sampling method. This 
research is a quantitative study with data processing methods using IBM SPSS 
Statistics 24. The results show that tax authorities have an effect on the level of 
taxpayer compliance, knowledge of the taxpayer has no effect on the level of 
taxpayer compliance. This research uses the moderating variable of taxpayer 
awareness to see the interaction between tax authorities and taxpayer knowledge 
variables. The results show that the interaction of taxpayer awareness is not able 
to moderate the relationship between tax authorities and taxpayer compliance, 
while the interaction of taxpayer awareness is able to moderate the knowledge of 
taxpayers on the level of taxpayer compliance. 
  

Keywords: Fiscal Service; Taxpayer Knowledge; Taxpayer Compliance; 
Taxpayer Awareness; Moderating Variable 
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PENDAHULUAN  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP), pajak ini merupakan pajak wajib atas Negara yang terutang 

secara alami atau tidak ada batasnya untuk keperluan negara. Konsumsi Waktu 
Kekayaan Rakyat Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Tanpa 
pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Tanpa 
pajak, sebagian besar kegiatan pemerintah sulit dilakukan. Penggunaan uang 
pembayar pajak berkisar dari biaya tenaga kerja hingga mendanai berbagai 
proyek pembangunan. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, 
sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai oleh pajak. 
Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat diketahui dengan penyampaian 
SPT yang akurat dan tepat waktu, perhitungan jumlah pajak yang akurat, 
pelaporan SPT yang tepat waktu kepada fiskus, dan pembayaran pajak sesuai 
dengan jumlah pajak (Aryobimo, 2017) 

Sejalan dengan keterbatasan selama masa pandemi Covid 19, Ditjen Pajak 

juga menghimbau masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti 
membayar maupun melaporkan SPT memanfaatkan sistem online dengan 
mengakses situs www.djponline.pajak.go.id.  Peneliti ingin mengetahui 
bagaimana masyarakat Kota Mataram dalam memenuhi kewajibannya sebagai 
wajib pajak dimasa pandemi. (Yasin & Safitri, 2021) dalam penelitiannya 
menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT 
ke KPP Pratama Mataram Barat sebelum pandemi Covid-19 tahun 2018 dan 2019 
adalah sebesar 37,34% dan 28,02%, namun setelah wabah Covid-19 tahun 2020 
sebesar 24,50%. Subkategori pada skala 5 langkah. 

Beberapa penelitian terdahulu yakni (Prima Yuslina et al., 2018), (Suryani 
& Sari, 2018) dan (Purnamasari et al., 2016) menyebutkan Faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah penyedia layanan 

perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Pendapatan 
Negara Indonesia sebagian besar bersumber dari pajak yakni sekitar 1.618 Triliun 
rupiah berdasarkan rilis data dana tersebut digunakan untuk mendanai Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sumber dana juga berasal dari bea 
cukai, hibah, penerimaan bukan pajak dan lain-lain. Kepatuhan wajib pajak dapat 
dilihat dari mengajukan SPT secara akurat dan tepat waktu, menghitung pajak 
dengan benar, menyerahkan SPT ke KPP tepat waktu, membayar pajak sesuai 
dengan kewajiban perpajakan, dan membayar pajak tepat waktu (Aryobimo, 
2017). Beberapa penelitian terdahulu yakni (Prima Yuslina et al., 2018), (Suryani & 
Sari, 2018) dan (Purnamasari et al., 2016) menyebutkan Faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah penyedia layanan 

perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak.  
Penelitian ini ingin menguji kembali variabel-variabel penelitian yang 

dilakukan oleh (Prima Yuslina et al., 2018) dengan perbedaan waktu pengujian di 
mana pada penelitian sebelumnya dilakukan dimasa sebelum pandemi Covid 19 
di Indonesia dan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid 19. Selain itu 
peneliti menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel yang 
memoderasi hubungan pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram dengan objek 
Wajib Pajak Orang Pribadi. Dampak pandemi Covid 19 juga dirasakan masyarakat 
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kota Mataram ekonomi masyarakat tertekan setelah adanya pandemi. Model 
kerangka pemikiran dapat digambarkan dengan Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Model Penelitian 
Sumber: Data Penelitian, 2022 

Teori Perilaku Berencana yang diperkenalkan oleh Azjen tahun 1991, 
mengatakan setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia didasarkan keyakinan 
atas sesuatu. (Saputra, 2019) menyatakan bahwa Behavioral Beliefs, niat untuk 
berperilaku dipengaruhi oleh sikap yang dibentuk dari segala hal yang diketahui 
oleh wajib pajak, diyakini dan dialami mengenai pelaksanaan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat pengetahuan 
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku; Kedua (Saputra, 2019) 
dalam penelitiannya juga menyebutkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi 
oleh Normative Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain  atau 
kelompok orang di sekitarnya (misal keluarga, teman, atasan, petugas pajak, 

konsultan pajak) menyetujui perilaku dan memotivasi perilaku individu yakni 
wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat berupa perilaku positif atau 
negatif. Berdasarkan pernyataan tersebut Normative Beliefs dapat dikaitkan dengan 
perilaku individu dalam hal ini wajib pajak yang dipengaruhi oleh orang lain atau 
kelompok orang dimana dalam penelitian ini orang lain atau kelompok orang ini 
bisa disebut sebagai petugas pajak yang melaksanakan pelayanan fiskus. (Putra et 
al., 2021) Theory  of  Planned  Behavior relevan  untuk menjelaskan  perilaku  Wajib 
Pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Seorang individu  dalam  
melakukan  sesuatu,  pasti  memiliki  keyakinan  mengenai  hasil  yang  akan 
diperoleh   dari   perilakunya   tersebut.   Kemudian   individu   tersebut   akan   
memutuskan melakukannya  atau  tidak  melakukannya. Hal  tersebut  berkaitan  

dengan  segala hal yang diketahui sehingga membentuk sikap sadar dan rasional  
wajib pajak. Wajib Pajak  yang sadar dan rasional, akan memiliki keyakinan 
mengenai pentingnya membayar pajak  untuk  membantu  menyelenggarakan  
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pembangunan  negara  (behavior  beliefs). Tujuan penelitian ini untuk menguji 
hipotesis bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yakni pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak 

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam 
membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jatimko dalam (Mutia, 2014). Pelayanan 
fiskus diharapkan dapat memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi 
kewajibannya. Semenjak pandemi Covid-19 KPP menerapkan antrean online 
dengan mengakses https://kunjung.pajak.go.id./ untuk mendapatkan pelayanan 

tatap muka di kantor pajak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rantai penularan 
virus Covid 19 walaupun pelayanan tatap muka tetap dilakukan secara langsung 
namun terbatas. Sehingga dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan pajak sehingga niat untuk menunaikan kewajiban perpajakannya 
berkurang. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori perilaku berencana dimana 
perilaku seseorang dapat dikaitkan dengan niat . Niat tersebut dapat dipengaruhi 
oleh beberapa keyakinan yang dijelaskan dalam teori perilaku berencana yakni 
Tempat kendali adalah keyakinan tentang adanya apa yang mendukung atau 
menghambat tindakan yang ditunjukkan, dan persepsi tentang kekuatan apa yang 
mendukung atau menghambat tindakan tersebut (Zuana et al., 2018), (Yuslina et 
al., 2018), (Suryani & Sari, 2018), (Purnamasari et al., 2016), (Purnaditya, 2015), , 
(Aryobimo, 2017), dan (Rabiyah et al., 2021) di mana menunjukkan bahwa 

pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
H1: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 
Literasi pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui undang-

undang perpajakan, seperti tarif pajak yang harus dibayar wajib pajak secara sah 
dan insentif pajak yang berguna dalam penghidupannya. Literasi pajak wajib 
pajak adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok 
wajib pajak. usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 
pelatihan  Siregar (2012). Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori perilaku berencana menjelaskan 
perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh niat dan ditentukan oleh tiga faktor salah 

satunya behavioral belief yakni individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu 
perilaku dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut, dalam hal ini adalah wajib pajak 
tahu dan memiliki pengetahuan akan perpajakan sehingga melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian terdahulu seperti (Yustikasari et al., 
2020), (Yuslina et al., 2018), (Suryani & Sari, 2018), (Agustiningsih & Isroah, 2016), 
(Adhikara* et al., 2022), (Asrinanda, 2018), (Hardika et al., 2021), (Mat Jusoh et al., 
2021), (Nasir et al., 2015), (Oladipo et al., 2022), (Purba, 2020), (Samuji et al., 2022), 
(Yerima et al., 2022) dan (Julianti, 2014) menyatakan bahwa pengetahuan 
perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat 
pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. 
H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. 

Kesadaran pajak adalah tingkat pengetahuan atau pemahaman tentang 
pajak. Sikap positif masyarakat pembayar pajak terhadap penyelenggaraan negara 
yang diamanatkan pemerintah mendorong warga negara untuk memenuhi 
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kewajiban perpajakannya Aryobimo (2012). Teori Planned of Behavior 
menunjukkan perilaku individu mampu dipengaruhi oleh faktor internal maupun 
eksternal yang bisa menjadi penghambat atau pendukung dari tindakan yang 
dilakukan. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal dari individu yang bisa 
menjadi penentu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beberapa penelitian 
terdahulu yang menunjukkan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak yakni (Zuana et al., 2018), (Yuslina et al., 2018), (Suryani & 
Sari, 2018), (Purnamasari et al., 2016), (Aryobimo, 2017), dan (Rabiyah et al., 2021)  

di mana menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 
(Fitria et al., 2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak 
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Sekaran & Bougie 
dalam (Fitria et al., 2021). Jika pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen tidak meyakinkan, peneliti berikut menyatakan bahwa variabel 
moderator dapat ditambahkan. Moderator adalah variabel yang dapat menjalin 
hubungan antara dua variabel atau lebih yang belum bersifat definitif atau 
universal, moderator meningkatkan atau memperlemah pengaruh satu variabel 
terhadap variabel lainnya (Baron & Kenny, 1986). Berdasarkan pernyataan 
tersebut, peneliti menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel 
pemoderasi dalam hubungan pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib 

pajak meningkat, maka disusun hipotesis sebagai berikut. 
H3: Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi memperkuat hubungan kualitas 

pelayanan fiskus terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. pengetahuan yang baik tentang 
pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi jika diiringi 
dengan kesadaran Wajib Pajak membayar dan menyatakan pajak. Kesadaran 
pajak adalah keadaan pengetahuan atau pemahaman tentang pajak. Sikap positif 
masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan amanat negara mendorong warga 
negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Aryobimo, 2017). Teori 
Planned of Behavior menunjukkan perilaku individu mampu dipengaruhi oleh 

faktor internal maupun eksternal yang bisa menjadi penghambat atau pendukung 
dari tindakan yang dilakukan. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal dari 
individu yang bisa menjadi penentu perilaku wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian terdahulu seperti (Yustikasari et al., 
2020), (Prima Yuslina et al., 2018), (Suryani & Sari, 2018), (Agustiningsih & Isroah, 
2016), (Adhikara* et al., 2022), (Asrinanda, 2018), (Hardika et al., 2021), (Jusoh et al., 
2021), (Nasir et al., 2015), (Oladipo et al., 2022), (Purba, 2020),(Samuji et al., 2022), 
(Yerima et al., 2022) dan (Julianti, 2014) menyebutkan pengetahuan perpajakan 
memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. semakin tinggi 
tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya (Mayuza 
et al., 2021) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Sekaran & Bougie dalam 
(Fitria et al., 2021)  Jika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
tidak meyakinkan, peneliti berikut menyatakan bahwa variabel moderator dapat 
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ditambahkan. Moderator adalah variabel yang dapat menjalin hubungan antara 
dua variabel atau lebih yang belum bersifat definitif atau universal, moderator 
meningkatkan atau memperlemah pengaruh satu variabel terhadap variabel 
lainnya (Baron & Kenny, 1986). Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti 
menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi untuk 
hubungan antara tingkat pengetahuan wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 
wajib pajak. Berdasarkan argumen diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut: 
H4: Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi memperkuat hubungan 

pengetahuan wajib pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel independen dan 
dependen yang diteliti serta bagaimana hubungan antar variabel. Jenis penelitian 
ini yaitu Asosiatif yang bersifat kausal, yang terdaftar di KPP Mataram Barat yang 
terletak di Jl. Langko No.74, Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa 

Tenggara Bar. 83114 dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel yang 
pemoderasi dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Mataram Barat. Populasi 
dalam penelitian ini sejumlah 131.312. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik Probability sampling yakni merupakan teknik pengambilan 
sampel accidental sampling dimana responden dalam penelitian ini adalah wajib 
pajak yang kebetulan ditemui dan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di 
KPP Mataram Barat. Data diolah menggunakan software IBM SPSS statistica 24. 

Metode pengukuran menggunakan MRA atau Moderated Regression 
Analysis. Variabel moderator berfungsi menjadi variabel yang bisa memperkuat 
maupun memperlemah kaitan antara variabel independen serta variabel 
dependen. Jika model hubungan yang terbentuk tidak memiliki variabel 
moderator, maka secara sederhana disebut analisis regresi, dan dimungkinkan 

juga dilakukan analisis hubungan antara variabel prediktor dan respon tanpa 
variabel moderator. 

Y = a + b1Xi + b2X2 + b3X1X3 + b4X2X3 + e ...................................................(1) 
X1 merupakan pelayanan fiskus pajak adalah Pelayanan fiskus dapat 

diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau 

menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini adalah 
wajib pajak). Sesuai dengan salah satu bagian dari definisi pajak yang merupakan 
iuran dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. 
Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak, negara dalam hal 
ini pemerintah menunjuk dan memberikan kewenangan  kepada instansi, orang 
atau pejabat tertentu untuk melakukan administrasi dan pengawasan 
pelaksanaan, pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Menurut 
(Nilawati & Rusydi, 2012) untuk mengukur kepuasan atas pelayanan fiskus 
digunakan lima instrument pengukuran yakni: a) Bukti fisik, berfokus pada barang 
atau jasa yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat 
komunikasi. b) Keandalan, pemenuhan pelayanan yang segera dan memuaskan 

dimana mencakup kemampuan untuk memberikan jasa secara akurat sesuai 
dengan yang dijanjikan. c) Daya tanggap, dimana kemampuan karyawan dapat 
membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat, keaktifan pemberian 
pelayanan dan tanggap. d) Keyakinan, bagaimana pengetahuan dan kemampuan 
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karyawan untuk melayani dengan ramah dan sopan. e) Empati, yakni perhatian 
yang diberikan karyawan secara individual kepada konsumen. Nilai pernyataan 
responden terhadap bentuk-bentuk pelayanan fiskus. Jumlah pernyataan untuk 
poin pelayanan fiskus sejumlah 6 pernyataan 

Pengetahuan wajib pajak adalah seluruh komponen yang diketahui yang 
berkaitan dengan suatu bidang. Jika dikaitkan dengan pajak, dapat didefinisikan 
sebagai sesuatu yang dimengerti berkaitan dengan peraturan perpajakan secara 
umum yang dapat berwujud peraturan perpajakan, pengetahuan terkait dengan 
tata cara menghitung, melaporkan pajak, dan pengetahuan tentang fungsi dan 

peran pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun 
manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka, (Yustikasari et al., 
2020).  Pengetahuan terkait perpajakan menurut (Agustiningsih & Isroah, 2016) 
yakni: a) Memahami tentang peraturan perpajakan, memahami cara mengisi 
formulir perpajakan, b) cara menghitung pajak, c) cara melaporkan SPT, dan d) 
selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Nilai pernyataan responden 
terhadap bentuk-bentuk pengetahuan wajib pajak dengan jumlah pernyataan 
dalam kuesioner sebanyak 8 pernyataan. 

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal 
pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi 
negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi 
kewajibannya untuk membayar pajak (Aryobimo, 2017). Menurut (Yustikasari et 

al., 2020) kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai bentuk kerelaan wajib pajak 
untuk menjalankan kewajibannya, dalam hal ini bagaimana seorang wajib pajak 
secara suka rela memenuhi kewajiban perpajakannya  

Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai kondisi wajib pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan sehingga 
sanggup dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
(Rohmawati & Rasmini, 2012). Sehingga apabila kesadaran meningkat akan 
menumbuhkan motivasi melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nur, 2018) ada 
beberapa bentuk kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yakni: a) 
Kesadaran bahwa tidak dirugikan pada saat membayar pajak b) Kesadaran untuk 
tidak menunda membayar pajak c) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh 

Undang-Undang dan merupakan kewajiban untuk setiap warga negara. 
Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai wajib pajak patuh, 

menuruti proses maupun cara dari menyampaikan laporan pajak dengan benar 
dan tepat waktu, menghitung jumlah pajak dengan benar, melakukan pelaporan 
SPT ke kantor pajak tepat waktu, melakukan pembayaran pajak sesuai dengan 
besaran pajak yang terutang dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu. 
(Aryobimo, 2017) dalam penelitiannya menjabarkan beberapa variabel kepatuhan 
wajib pajak diukur dengan bagaimana wajib pajak dalam mematuhi hukum dan 
peraturan yang berlaku. Indikatornya: a) Menyampaikan laporan pajak dengan 
benar dan tepat waktu b) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar  
c) Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu d) Melakukan 
pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang e) Melakukan 

pembayaran pajak dengan tepat waktu 
Interaksi antara pelayanan fiskus dengan kesadaran wajib pajak dimana 

dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi hubungan 
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pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. X2X3 adalah interaksi 
pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak dimana kesadaran wajib 
pajak mampu mempengaruhi hubungan pengetahuan wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak.  

Responden akan diberikan angket yang berisi pernyataan terkait variabel-
variabel dalam penelitian dimana disetiap butir pernyataan akan ada kolom 
penilaian 1-10. Responden akan diminta memberikan nilai pada setiap butir 
pernyataan. Kemudian peneliti akan mentabulasi nilai-nilai yang diberikan oleh 
responden lalu nilai-nilai tersebut dijumlahkan dan dicari nilai rata-rata dari 

setiap butir pernyataan. Nilai – nilai tersebut akan diinput kedalam aplikasi SPSS 
kemudian dilakukan pengolahan data sehingga muncul hasil pengolahan data 
yang akan dibahas dalam bagian pembahasan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis menggunakan model analisis regresi moderasi, sebelum dilakukan 

analisis dilakukan terlebih dahulu pengujian normalitas dan asumsi klasik.  
Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak yang terdaftar di 
KPP Mataram Barat. 
Tabel 1. Statistik deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-Rata 
Standar 
Deviasi 

Kualitas Pelayanan Fiskus 100 4 10 7,85 0,67 
Pengetahuan Wajib Pajak 100 2 10 7,56 1,05 
Kesadaran Wajib Pajak 100 2 10 7,95 1,28 
Kepatuhan Wajib Pajak 100 4 10 8,51 1,43 

Sumber : Data Penelitian, 2022 

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam 
penelitian yakni kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan wajib pajak, kesadaran 
wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat variasi yang wajar. 
Kualitas pelayanan fiskus mempunyai rerata senilai 7,85 dengan nilai paling kecil 
4 serta nilai paling besar 10 serta standar deviasi adalah 0,67. Sebagian besar 
responden memberikan persepsi yang baik terhadap kualitas pelayanan fiskus. 

Responden merasa akan sangat antusias jika pelayanan fiskus yang diberikan oleh 
petugas pajak baik, ramah dan informatif. Begitu juga dengan fasilitas yang 
diberikan oleh kantor pelayanan pajak akan mendukung perilaku patuh wajib 
pajak. Pengetahuan wajib pajak mempunyai rerata senilai 7,56 dengan nilai paling 
kecil 2 dan nilai paling besar 10 serta standar deviasi adalah 1,05. Dapat dikatakan 
sebagian besar responden memiliki pengetahuan terhadap pajak yang baik dan 
mengetahui tata cara maupun batas waktu penyampaian laporan pajak.  
Kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 7,95 dengan nilai paling 
kecil yaitu 2 serta nilai paling besar 10 serta standar deviasi menunjukkan nilai 
1,28. Artinya sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran pajak yang 
baik. Responden menyadari bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang 
diatur dalam undang-undang dan apabila menunda pelaporan pajak akan 

merugikan diri sendiri dan negara. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rerata 
yaitu 8,51 dan nilai paling kecil 2 dan nilai paling besar yaitu 10 serta standar 
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deviasi senilai 1,43. Sebagian besar responden telah mengisi dengan lengkap dan 
jelas SPT yang akan dilaporkan, serta melaporkan pajaknya tepat waktu. 

Hasil pengujian normalitas dan asumsi klasik menunjukkan data yang 
digunakan telah terdistribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogrof 
Smirnof yang menunjukkan signifikansi sebesar 0,100 lebih besar dari nilai kriteria 
sebesar 0,05. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai VIF 1,097 untuk 
pelayanan fiskus 1,587 untuk pengetahuan wajib pajak dan 1,470 untuk kesadaran 
wajib pajak. Untuk nilai tolerance dari pelayanan fiskus sebesar 0,911 , 
pengetahuan wajib pajak sebesar 0,630 dan kesadaran wajib pajak sebesar 0,680. 

Tidak terjadi adanya heterokedastisitas dengan melihat pola titik-titik plor 
menyebar mengikuri sumbu. 

Pengujian analisis yang dipakai pada riset ini yaitu dengan nilai tingkat 
signifikan alpha sebesar 5 % (persen). Tujuan dari dilakukannya analisis yaitu 
untuk menguji hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti. 

Nilai kekuatan hubungan (R) antara pelayanan fiskus (X1), pengetahuan 
wajib pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) dan interaksi antara pelayanan 
fiskus dengan kesadaran wajib pajak (X1,X3) serta pengetahuan wajib pajak dengan 
kesadaran wajib pajak (X2,X3) pada kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,717 
atau 71,7%. Sehingga menunjukkan bahwa antara pelayanan fiskus (X1), 
pengetahuan wajib pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3) dan interaksi antara 
pelayanan fiskus dengan kesadaran wajib pajak (X1,X3) dan pengetahuan wajib 

pajak dan kesadaran wajib pajak (X2,X3) pada kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 
cukup kuat. Koefisien determinasi (R2) antara pelayanan fiskus, pengetahuan 
wajib pajak, kesadaran wajib pajak, interaksi antara pelayanan fiskus dengan 
kesadaran wajib pajak dan interaksi pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran 
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,514 dengan kata lain 51,4 
% dan sisanya sejumlah 48,6% (100%-51,4%) berasal dari variabel atau faktor lain 
di luar persamaan penelitian. 

Nilai F hitung yaitu 19,856 lebih tinggi dari nilai F tabel sejumlah 2,311 dan 
nilai sig menunjukkan nilai dibawah 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel 
dependen dan independen secara simultan saling berpengaruh dan model 
penelitian yang digunakan adalah model yang baik. 
Tabel 2. Pengujian Hipotesis 
 Unstandardized 

Coefficients B 
t Sig. 

(Constant) -539,905 -2,460 0,016 
Kesadaran 134,124 2,530 0,013 
X1X3 -14,006 -1,292 0,199 
Pengetahuan 58,139 1,300 0,197 
Pelayanan Fiskus 5,736 2,129 0,036 
X2X3 -1,335 -2,063 0,042 
F           
R Square  
Adj R Square   
Sig 

19,856 
0,514 
0,488 
0,000 

  

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 

Sumber: Data Penelitian,2022 
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Nilai sig pada Tabel 2 yakni pengetahuan wajib pajak menunjukkan 0,197 
lebih besar dari 0,05 yaitu pengetahuan wajib pajak tidak berdampak pada tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Poin sig pada pelayanan fiskus menunjukkan nilai 0,036 
lebih rendah dari nilai 0,05 sehingga pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis diterima. Nilai sig. pada interaksi 
pelayanan fiksus dengan kesadaran wajib pajak (X1,X3) menunjukkan nilai sig 
sebesar 0,199 lebih besar dari nilai 0,05 artinya kesadaran wajib pajak tidak dapat 
memoderasi hubungan pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak. Nilai sig. 
pada interaksi pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak memiliki 

nilai sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 artinya kesadaran wajib pajak mampu 
memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib 
pajak. 

Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak artinya situasi pembelajaran maupun pengetahuan wajib pajak tidak 
menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan lebih aktif dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya hal. Jika dilihat dari sudut teori perilaku berencana, 
orang akan yang mengetahui tentang sesuatu yang bisa menjadi penghambat atau 
mengancam cenderung akan berusaha menghindari hal tersebut. Hal ini jika wajib 
pajak memiliki pengetahuan terkait perpajakan, dia akan cenderung berusaha 
agar menghindari pajak dengan melakukan berbagai cara bahkan akan tidak 
kooperatif. Pandangan riset ini didukung oleh riset yang dilaksanakan (Mayuza et 

al., 2021), (Wicaksono & Lestari, 2017) dan (Manual & Xin, 2016) yang menyatakan 
bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Sedangkan (Yustikasari et al., 2020), (Prima Yuslina et al., 2018), 
(Suryani & Sari, 2018), (Agustiningsih & Isroah, 2016), (Adhikara* et al., 2022), 
(Asrinanda, 2018), (Hardika et al., 2021), (Jusoh et al., 2021), (Nasir et al., 2015), 
(Oladipo et al., 2022), (Purba, 2020),(Samuji et al., 2022), (Yerima et al., 2022) dan 
(Julianti, 2014) yang memberitahukan maka pengertian wajib pajak berdampak 
pada kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya jika 
fiskus dalam hal ini KPP Mataram Barat menerapkan dan memberikan pelayanan 
perpajakan yang prima terhadap wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak, karena wajib pajak merasa terbantuk dan nyaman pada membuat 
kewajiban perpajakannya bagai memperkirakan, membayar serta melapor. Hasil 
penelitian ini didukung oleh (Zuana et al., 2018), (Yuslina et al., 2018), (Suryani & 
Sari, 2018), (Purnamasari et al., 2016), (Purnaditya, 2015), (Aryobimo, 2017), dan 
(Rabiyah et al., 2021) yang membuktikan bahwa pelayanan fiskus berdampak 
kepada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Fitria et al., 2021), (Permata, 2021) dan 
(Wahyudi, 2022) menunjukkan hasil yang berbeda di mana tingkat pelayanan 
fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan 
wajib pajak memiliki kompleksitas terhadap rasa patuhnya terhadap kewajiban 
perpajakannya sehingga dia cenderung tidak patuh meskipun pelayanan fiskus 
yang diberikan sudah memadai atau baik. Jika dilihat dari sudut pandang teori 
perilaku berencana orang cenderung memiliki faktor internal maupun eksternal 

dalam berperilaku, di mana tingkah laku manusia bisa dipengaruhi oleh dua 
faktor yakni internal (diri sendiri) dan eksternal (orang lain, fasilitas, gaya hidup 
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dan sebagainya) mungkin dari segi faktor eksterna memenuhi namun dari segi 
faktor internal mampu mempengaruhi perilaku seseorang. 

Jika dilihat dari sudut pandang teori perilaku berencana dimana tingkah 
laku manusia bisa dipengaruhi oleh Behavioral Beliefs, niat untuk berperilaku 
dipengaruhi oleh sikap yang dibentuk dari segala hal yang diketahui oleh wajib 
pajak, diyakini dan dialami mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang 
berlaku. (Mayuza et al., 2021) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak 
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa 
latar belakang wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan tidak menjamin 

bahwa wajib pajak akan patuh dan lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya.. Pandangan riset ini sependapat pada hasil riset yang 
dilaksanakan oleh (Qohar, 2019). 

Kesadaran wajib pajak tidak mampu memoderasi keterlibatan pelayanan 
fiksus mengenai kepatuhan wajib pajak artinya Jika pelayanan fiskus yang 
diberikan oleh kantor pelayanan pajak baik dan informatif, wajib pajak akan 
merasa nyaman dan akan secara suka rela melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Teori Planned of Behavior menunjukkan perilaku individu mampu 
dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang bisa menjadi 
penghambat atau pendukung dari tindakan yang dilakukan. Jika dilihat dari 
sudut pandang teori perilaku berencana yakni Normative Beliefs, (Saputra, 2019) 
menyatakan Normative Beliefs dapat dikaitkan dengan perilaku individu dalam hal 

ini wajib pajak yang dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok orang dimana 
dalam penelitian ini orang lain atau kelompok orang ini bisa disebut sebagai 
petugas pajak yang melaksanakan pelayanan fiskus. Sehingga tanpa adanya 
tingkat kesadaran pajak, wajib pajak akan secara suka rela melaksanakan 
kewajibannya yakni menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan 
baik dan benar karena pelayanan fiskus yang diberikan maksimal. Hasil riset ini 
berbanding terbalik pada penelitian yang dilakukan (Naibaho, 2020) dengan 
pernyataan bahwa Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi hubungan antara 
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 
SIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus serta 
pengetahuan wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh 
kesadaran wajib pajak. Kesimpulan riset ini yaitu pelayanan fiskus mampu 
mempengaruhi minat wajib pajak untuk atau tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Karena pada dasarnya mutu pelayanan akan menjadi faktor yang 
menentukan sikap wajib pajak. Di samping itu tingkat pengetahuan wajib pajak 

tidak serta merta seorang wajib pajak dapat kooperatif dan memperhatikan beban 
perpajakannya. Orang yang mengetahui perpajakan lebih luas akan cenderung 
memanfaatkan pengetahuannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan 
melakukan penghindaran pajak, bisa jadi wajib pajak dengan pengetahuan pajak 
yang cukup atau kurang akan cenderung patuh karena hanya mengikuti apa yang 
telah diatur dalam pasal perpajakan.  

Keterbatasan dalam penelitian ini yang berupa status pandemi Covid-19 
masih berlangsung di Indonesia sehingga sebagian narasumber sebagai wajib 
pajak kesulitan untuk meluangkan waktu untuk bertemu karena ada pembatasan 
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aktivitas di luar ruangan sehingga diharapkan penelitian selanjutnya bisa 
menggunakan google form sebagai media penyebaran kuesioner di tengah 
keterbatasan kontak fisik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
variabel lain guna memperluas cakupan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak seperti penentuan tarif pajak dan tingkat penghasilan wajib pajak. 
Karena dalam penelitian ini masih belum mampu menjelaskan alasan tinggi atau 
rendahnya kepatuhan wajib pajak dari segi ekonomi wajib pajak di tengah masa 
pandemi, diharapkan variabel tarif pajak maupun tingkat penghasilan wajib pajak 
mampu menjelaskan. 
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